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ABSTRAKSI

Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan Pada Perjanjian
Leasing Yang Terminasi
(Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance)

Penelitian ini dilakukan : (1). Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi yang
diterapkan pada PT. Federal International Finance selaku /essor telah sesuai dengan
perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 30 jika terjadi terminasi dalam perjanjian
leasing yang dikarenakan sebab ekonomis, (2). Untuk mengetahui apakah perlakuan
Pajak Penghasilan (PPh) oleh PT. Federal International Finance selaku /essor telah
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27
November 1991 Jo. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992, (3). Untuk
mengetahui apakah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. Federal
International Finance selaku /essor telah sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-
10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994. penelitian dilakukan pada PT. Federal
International Finance cabang Sekayu. Data yang digunakan dalam menganalisis
permasalahan adalah data primer berupa aplikasi pembiayaan, data piutang usaha,
bukti-bukti penerimaan kas. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah
teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menganalisis
serangkaian informasi berupa data-data atau keterangan yang didapat dari hasil
penelitian dibandingkan dengan teori yang mendukung. Setelah penelitian
dilakukan perlakuan akuntansi jika terjadi terminasi, perlakuan Pajak Penghasilan
(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Federal International Finance
telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain terjadi terminasi yang dikarenakan
oleh sebab ekonomis, pada PT. Federal International Finance juga terjadi terminasi
yang dikarenakan oleh default, untuk menghindari terjadinya terminasi yang
dikarenakan default, perusahaan harus mengambil tindakan yang tegas pada para
kredit analis dalam menganalisis aplikasi pembiayaan untuk menghindari terjadinya
piutang tak tertagih.

Kata kunci : Perjanjian Leasing yang terminasi, aspek akuntansi, aspek perpajakan.
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ABSTRACT

Accounting Aspect and taxation on term of terminated leasing
(case study at PT. FIF Branch Office Sekayu)

The aim of this research are. (1). to know if the accounting treatment which has
been implemented accordance with PSAK no. 30 if termination is happened on
leasing agreement which is caused by economic factor, (2). to know if income tax
(PPh) treatment which is implemented by PT. Federal International Finance has
accordance with Decree of minister of financial No. 1169/KMK. 01/1991 on
November 27", 1991 Jo. SE 29/PJ.42/1992, (3). To know if value added tax (PPN)
which is Implemented by PT. Federal International Finance has accordance with
Decree of Financial Minister No. 1169/KMK. 01/ 1991 on November 27", 1991 Jo
SE 10/PJ.42/1994 on March 22" 1994. This research is done in PT. Federal
International Finance branch office Sekayu, the data for this research are leasing
application, receiveable account list, and cash invoices. All of data is analyzed by
using descriptive analysis technique, by comparing the result of this research and
the supporting theory of the research. After the research is completed, there are
indication that accounting treatment, Income tax and value added tax has been
implemented accordance with general accepted standard. Beside there is term of
terminated leasing which is caused by economic factor, in PT. Federal
International Finance also there is termination which is caused by default, to avoid
the default, the company should applied decision assertively to credit analysis in
analyzing leasing application to avoid uncollectible account receivable.

Keywords: term of terminated leasing, accounting treatment aspect, taxation
Ireatment aspect.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini menuntut
setiap badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian untuk dapat
mengantisipasi semua perubahan yang banyak terjadi. Dan salah satu kendala yang
biasanya terjadi pada saat perusahaan yang akan melakukan pengembangan usahanya
adalah saat perusahaan tersebut memerlukan tambahan investasi baru. Misalnya
dalam pengadaan barang-barang modal.

Pengadaan barang-barang modal perusahaan ini tentunya membutuhkan dana
yang relatif besar. Jarang ada perusahaan yang langsung menyediakan dana dari
dalam perusahaan sendiri untuk mendapatkan barang-barang modal tersebut. Dan
untuk menyediakan barang-barang modal yang dibutuhkan, perusahaan mempunyai
beberapa alternatif pilihan yang biasa digunakan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membeli dengan dana yang tersedia (modal sendiri).
2. Membeli dengan fasilitas kredit bank.
3. Membiayai dengan cara /easing.

Untuk pembiayaan dengan dana sendiri seringkali terbentur pada masalah
keterbatasan dana perusahaan yang tersedia. Demikian pula apabila perusahaan
menggunakan fasilitas kredit dari bank dimana perusahaan biasanya terbentur pada
prosedur yang rumit dari pihak perbankan dan juga adanya pembatasan jumlah kredit
yang diperoleh, yang biasanya dikenal dengan sebutan 3L yaitu : Legal, Limit, dan
Lending. Oleh karena itu, pembiayaan secara leasing merupakan alternatif yang

sangat tepat dan menguntungkan bagi perusahaan.



Kegiatan sewa guna usaha (/easing) diperkenalkan untuk pertama kalinya di
Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. Kep-
122/MK/IV/2/1974, No. 32/MSK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari
tentang Perizinan Usaha Leasing. Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980
jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin bertambah
dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang
modal dunia usaha.

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai
hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu /easing berdasarkan nilai sisa yang
telah disepakati bersama.

Namun dalam perkembangannya, kegiatan /easing seringkali dihadapkan pada
suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah tentang terminasi atau
pemutusan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya terminasi dalam transaksi leasing,
yaitu :

1. Force Majeur
Force majeur adalah terputusnya transaksi leasing, seperti misalnya

karena kebakaran, bencana alam dan lain-lain.



2. Default
Default adalah terputusnya transaksi leasing karena lessee tidak dapat
memenuhi pembayaran lease payment serta kewajiban lainnya sehingga
kontrak finance lease berakhir lebih cepat.

3. Sebab ekonomis
Maksudnya adalah apabila /lessee mengakhiri masa lease sebelum
waktunya karena pertimbangan ekonomis semata dengan membayar
sekaligus kewajiban yang tersisa.

Pada kenyataannya, dalam transak‘si lease tidak semua berakhir dengan
kesepakatan, jika terjadi terminasi atau pemutusan atas transaksi /easing maka lessor
harus membukukan baik keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat adanya
penjualan tersebut di muka.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27
Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan, menyatakan bahwa Perusahaan
Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank, dan Lembaga Keuangan bukan Bank
yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha
Lembaga Pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahan pembiayaan
adalah sebagai berikut : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan
Konsumen.

PT. Federal International Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan
yang ada di Indonesia. Pada PT. Federal International Finance juga mengalami kasus
terminasi dimana yang paling sering terjadi adalah kasus terminasi yang dikarenakan
oleh sebab ekonomis, kebanyakan para konsumen mengakhiri masa /ease sebelum

pada waktunya dengan cara membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul skripsi yaitu :

“ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN LEASING
YANG TERMINASI”

(STUDI KASUS PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CABANG SEKAYU)

1.2. Perumusan Masalah

Perjanjian /ease menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal
yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian /leasing
sehingga kontrak /easing menjadi lebih pendek dari masa /easing yang disepakati.
Dari penelitian, diketahui bahwa beberapa tahun terakhir permintaan pembiayaan
modal kerja melalui lembaga non-bank sangat meningkat pesat. Berdasarkan uraian
di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. Federal International
Finance selaku /essor telah sesuai dengan perlakuan akuntansi menurut
PSAK No. 30 jika terjadi terminasi dalam perjanjian leasing yang
dikarenakan sebab ekonomis?

2. Apakah perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) oleh PT. Federal International
Finance selaku /essor telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-
29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 19927

3. Apakah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. Federal
International Finance selaku /essor telah sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-

10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 19949




1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Federal International
Finance

2. Mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) pada PT. Federal International
Finance

3. Mengetahui perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Federal

International Finance

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat :

1) Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, yaitu memperkaya aspek aplikasi ilmu
akuntansi pada pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan.

2) Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman
penulis mengenai kegiatan sewa guna usaha baik ditinjau dari aspek akuntansi
maupun dari aspek perpajakan.

3) Memberikan bahan informasi pendukung dan kepustakaan bagi mahasiswa lain

akan membahas aspek yang sama.

LI.5. Kerangka Pemikiran

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada
pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejalan
dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional peran serta pihak
swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan
tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut kegiatan di

bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah



dilakukan dalam penetapan kebijaksanaan pemerintah. Pada hakikatnya perluasan
usaha membutuhkan pembiayaan dana dan peralatan modal. Dalam hal pembiayaan
dana, selain melalui sistem perbankan dan pembiayaan non bank yang telah lama kita
kenal, kita juga mengenal pembiayaan lainnya yaitu sistem bisnis “/easing™.

Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan
atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik
secara langsung maupun tidak. Dalam Pasal I Surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No. Kep-
122/MK/IV/2/1974, No. 32/MSK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari,
menyebutkan bahwa /easing itu adalah :

”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-

barang modal digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu

tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih

(optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang

bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu /easing berdasarkan nilai sisa

yang telah disepakati bersama”.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tanggal 27
Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan, menyatakan bahwa Perusahaan
Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank, dan Lembaga Keuangan bukan Bank
yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha
Lembaga Pembiayaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahan pembiayaan
adalah sebagai berikut : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan
Konsumen.

Pada dasarnya /easing mempunyai dua macam tipe dasar yaitu : operating lease

dan capital/finance lease. Perlakuan akuntansi terhadap kedua jenis /easing tersebut

akan berbeda. Begitu juga ditinjau dari sudut perpajakan, perlakuan terhadap kedua

jenis leasing tersebut juga tidak sama.



Pada finance lease dianggap telah terjadi pemindahan seluruh manfaat dan risiko
barang modal, maka transaksi tersebut harus dianggap sebagai pembiayaan oleh
lessor. Oleh karena itu, lessor tidak boleh mencatat pembayaran-pembayaran yang
menjadi kewajiban /essee sebagai sewa dengan harga perolehan barang modal dicatat
oleh lessor sebagai pendapatan yang belum diakui (unearned lease income). Setiap
pembayaran /ease berkala yang dilakukan oleh /essee dicatat oleh /essor sebagai
pengurang piutang dan pembayaran beban bunga. Sebaliknya pada transaksi
operating lease tidak terjadi pemindahan seluruh atau sebagian besar manfaat dan
risiko atas barang modal tesebut, maka transaksi tersebut dipandang sebagai transaksi
sewa-menyewa biasa. Dengan demikian, barang modal dicatat dan didepresiasikan
oleh lessor. Sedangkan pembayaran berkala oleh /essee diakui /essor sebagai
pendapatan sewa.

Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor
privat (perusahaan) ke sektor publik dimana pemindahan sumber daya ini akan
mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Oleh karena itu,
untuk menghindari terjadinya gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan,
maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dapat dikelola dengan baik oleh
perusahaan.

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan
penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam
perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasilnya. Jika dikaitkan
dengan pemenuhan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka

pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan.



Perjanjian /ease menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal
yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian /leasing
sehingga kontrak leasing menjadi lebih pendek dari masa /easing yang disepakati.

Standar khusus akuntansi sewa guna usaha tercantum dalam Pernyataan Nomor
30 Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam
perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap kegiatan sewa guna usaha adalah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November
1991 Jo. SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Desember 1992, dan dasar hukum yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 Jo. SE-

10/PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994.

1.6. Metodologi Penelitian
1.6.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan pada PT. Federal International Finance cabang
Sekayu beralamat di Jalan Wahid Udin Lingkungan 1 No 149 Kelurahan Serasan

Jaya Sekayu selaku pihak /essor dalam perjanjian /easing.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data
penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang dikumpulkan
untuk menjawab rumusan masalah. Misalnya aplikasi pembiayaan, data piutang

usaha, bukti-bukti penerimaan kas, dan lain-lain.



Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dengan membaca buku-buku, literatur-
literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah, yang mana data sekunder ini
akan digunakan sebagai landasan pemikiran pada data primer. Setelah mengetahui
data primer dan data sekunder, peneliti baru dapat mengadakan analisis terhadap
kasus yang terjadi.

Untuk mengetahui data-data yang relevan dan akurat dalam penelitian maka
dilakukan dua tahap dalam penelitian yaitu :

a. Studi pustaka
Studi pustaka dilakukan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan
analisis kasus. Studi pustaka ini diperoleh dengan membaca literatur-literatur
dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
b. Studi lapangan
Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke
lapangan yaitu perusahaan yang akan diteliti untuk mengamati keadaan
perusahaan dan melakukan pengambilan data serta melakukan wawancara
dengan pihak perusahaan. Data yang diperoleh dari studi lapangan ini
merupakan data primer yaitu data yang akan dijadikan objek penelitian

dengan membandingkan data primer dengan data sekunder.

1.6.3. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan penulis menggunakan
teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menganalisis
serangkaian informasi berupa data-data atau keterangan yang didapatkan dari hasil
penelitian dibandingkan dengan teori yang mendukung. Data yang terkumpul yang
mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya akan dibandingkan dengan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK), serta Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) dan
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta peraturan perpajakan lainnya seperti
Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Selanjutnya akan

diadakan analisis permasalahan dengan hasil penelitian langsung pada perusahaan.

1.6.4. Sistematika Skripsi
Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metodologi penelitian yang
digunakan penulis dalam pembuatan skripsi.

BABII LANDASAN TEORI
Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai
kerangka/landasan untuk menjawab masalah penelitian. Bagian ini memuat
uraian mengenai pengertian sewa guna usaha, jenis-jenis dan klasifikasi
sewa guna usaha, kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha,
keuntungan dan kerugian sewa guna usaha, akuntansi sewa guna usaha,
perlakuan akuntansi, pelaporan dan pengungkapan sewa guna usaha, sewa
guna usaha menurut perpajakan, pajak pertambahan nilai atas sewa guna
usaha, keputusan-keputusan menteri dan surat-surat edaran tentang leasing,
dan perusahaan pembiayaan.

BAB Il GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bagian ini memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian.
Bagian ini mendeskripsikan objek penelitian mengenai sejarah berdirinya
PT. Federal International Finance, bidang usaha perusahaan, struktur
organisasi dan pembagian tugas, prosedur pembiayaan serta contoh

transaksi /ease yang ada pada PT. Federal International Finance.
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BAB IV ASPEK AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PADA PERJANJIAN
LEASING YANG TERMINASI
Bagian ini membahas secara lengkap mengenai analisa pengklasifikasian
sewa guna usaha, perlakuan akuntansi pada perjanjian leasing yang
terminasi, dan aspek perpajakan pada perjanjian /easing yang terminasi.
BAB V KESIMPULAN & SARAN
Bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan
diajukan saran-saran sehingga nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan untuk kemajuan perusahaan.
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